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serta efisien. Satuan biaya sewa tersebut sudah termasuk biaya 

bahan bakar dan pengemudi. 

g. Konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan 

untuk membiayai kebutuhan biaya pengadaan konsumsi rapat 

bias a yang diselenggarakan di kan tor, dimana di dalamnya 

sudah termasuk makan dan kudapan. 
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Catatan Umum: 

1) Kementerian negara/lembaga dalam melaksanakan ketentuan standar 

biaya masukan agar melakukan langkah-langkah efisiensi anggaran 

sebagai berikut: 

a) pembatasan dan pengendalian biaya perjalanan dinas; 

b) pembatasan dan pengendalian biaya rapat di dalam dan di luar kantor 

(termasuk rapat kerja); 

c) penerapan sewa kendaraan operasional sebagai salah satu alternatif 

penyediaan kendaraan operasional; 

d) pembatasan dan pengendalian pemberian honorarium tim pelaksana 

kegiatan; dan 

e) lebih mengutamakan penggunaan produk dalam negeri. 

2) Untuk satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, 

pemeliharaan sarana kantor, penggantian inventaris lama dan/atau 

pembelian inventaris untuk pegawai baru, pengadaan bahan makanan, 

konsumsi rapat, pengadaan kendaraan operasional bus, sewa mesm 

fotokopi, sewa kendaraan dinas, pemeliharaan gedung/bangunan dalam 

negen, sewa kendaraan, pengadaan kendaraan operasional kantor 

dan/ atau lapangan roda 2 (dua), pengadaan operasional kantor dan/ atau 

lapangan roda 4 (empat), dan pengadaan pakaian dinas, pada beberapa 

kabupaten diberikan toleransi pengusulan satuan biaya melebihi 

ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri ini sehingga menjadi 

sebagai berikut: 

No. 

1. 

2. 

3. 

4. 

Provinsi 

Sumatera 

Utara 

Sumatera 

Barat 

Kepulauan 

Riau 

Kalimantan 

Barat 

Ka bu paten 

Labuhan Batu 

Selatan 

Nias Utara 

Samosir 

To ba Samo sir 

Kep. Mentawai 

Kep. Anambas 

Natuna 

Ketapang 

143% 

141% 

141% 

132% 

184% 

146% 

133% 

150% 

Toleransi 

dari Satuan biaya 

Provinsi Sumatera Utara 

dari Satuan biaya 

Provinsi Sumatera Barat 

dari Satuan biaya 

Provinsi Kepulauan Riau 

dari Satuan biaya 

Provinsi Kalimantan 

Barat 
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No. Provinsi Ka bu paten Toleransi 

5. Kalimantan Kutai 138% dari Satuan biaya 

Timur Kartanegara Provinsi Kalimantan 

Timur 

6. Kalimantan Tana Tidung 190% dari Satuan biaya 

Utara Provinsi Kalimantan 

Utara 

7. Maluku Buru Selatan 164% dari Satuan biaya 

Kep. Aru 144% Provinsi Maluku 

Maluku Barat 189% 

Daya 

Maluku 142% 

Tenggara 

Maluku 158% 

Tenggara Ba rat 

Tual 168% 

8 . Papua Asmat 13 1% dari Satuan biaya 

Dogiyai 138% Provinsi Papua 

Intan J aya 258% 

Jayawijaya 147% 

Lanny Jaya 21 3% 

Mamberano 237% 

Tengah 

Merauke 148% 

Nduga 189% 

Peg. Bintang 228% 

Puncak 271% 

Puncak Jaya 244% 

Sarmi 144% 

Tolikara 231 % 

Yalimo 230% 

9. Papua Barat Fak-Fak 151% dari Satuan biaya 

Maybrat 153% Provinsi Papua Barat 

Raja Ampat 147% 

Tambrauw 175% 
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Pengertian Istilah: 

a. OJ Orang/Jam 

b. OH Orang/Hari 

C. OB Orang/ Bulan 

d. OT Orang/Tahun 

e. OP Orang/ Paket 

f. OK Orang/ Kegiatan 

g. OR Orang/ Responden 

h . Oter Orang/Terbitan 

1. OJP Orang/Jam Pelajaran 

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

SRI MULYANI IND RAW ATI 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Kepala Biro Umum .,.,,,,=::::::::::~ u.b. 

ministrasi Kementerian 

SYAH J 
0213 199703 1 001 




